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PAMERAN FOTO BIOGRAFI

CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE
Warga melihat koleksi foto
biografi Christiaan Snouck
Hurgronje dalam pameran

di Kampung Universitas
Islam Nageri (UIN) Banten di
Serang, Banten, Kamis (7/9).
Pameran yang digelar Galeri
Foto Jurnalistik ANTARA
bekerja sama dengan KITLV-
Jakarta itu akan berlangsung
hingga 20 September 2023.
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Presiden Bank Dunia Antusias
Ikuti Kelas 1bu Hamil

Kunjungan Presiden Bank Dunia,
Ajay Banga didampingi sang istri,
Ritu Banga, dan Menteri Kesehatan
(Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam
rangka memastikan apakah dana
yang dikucurkan oleh Bank Dunia di
bidang kesehatan, utamanya dalam
rangka penurunan stunting berhasil
menyentuh masyarakat hingga yang

paling bawah.

TANGERANG (IM) -
Presiden Bank Dunia, Ajay
Banga antusias mengikuti
kelas ibu hamil dalam kunjun-
gannya di Kelurahan Serdang
Kulon, Tangerang, Banten,
pada Kamis (7/9).

Kunjungan Ajay Banga
kali ini didampingi oleh sang
istri, Ritu Banga, dan Menteri
Kesehatan (Menkes), Budi
Gunadi Sadikin dalam rangka
memastikan apakah dana yang
dikucurkan oleh Bank Dunia
di bidang keschatan, utaman-
ya dalam rangka penurunan
stunting berhasil menyentuh
masyarakat hingga yang paling
bawah.

“Saya sangat senang meli-
hat ibu-ibu di sini aktif, tenaga
keschatan juga cukup mum-
puni untuk memberi penjela-
san tentang kehamilan, atau
informasi-informasi lain yang
dibutuhkan oleh para ibu,” kata
Ajay di sela kunjungannya.

Ajay bahkan cukup antu-

sias bertanya kepada tenaga
keschatan yang sedang mem-
berikan kelas ibu hamil, apak-
ah ada juga fasilitas sosialisasi
atau pemberian informasi
kepada masyarakat (selain ibu
hamil) yang membutuhkan
informasi tentang kehamilan.
“Kalau ada keinginan bagi
mereka yang membutuhkan
informasi tentang kehamilan,
mereka harus kemana, dan
berapa kali Anda sebagai
tenaga kesehatan datang ke
sini untuk memberikan pe-
nyuluhan?” tanya Ajay.
Pertanyaan Ajay ini pun
mendapatkan respons dari
Menkes Budi, yang menjelas-
kan bahwa saat ini pemerintah
daerah memiliki program Bina
Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), dan
Bina Keluarga Lansia (BKL).
“Jadi untuk mereka yang
ingin mendapatkan informasi,
tak hanya kehamilan, tetapi
juga tentang kesehatan secara

umum, kita punya program
kader BKB, BKR, dan BKL,
masyarakat bisa mendapatkan
informasi kepada para kader
ini. Lalu, minimal setiap se-
bulan sekali, para nakes akan
melakukan sosialisasi kepada
para ibu hamil,” jawab Menkes.
Ajay juga mengapresiasi
penggunaan teknologi yang
telah digunakan oleh para
kader untuk menyosialisasi-
kan setiap kegiatan pos pelay-
anan terpadu, maupun kelas-
kelas ibu hamil atau remaja.
“Tadi pak Menkes sudah
menunjukkan ke saya, mereka
punya grup di aplikasi What-
sapp, bahkan tadi juga ada satu
pesan dari warga yang ditunjuk-
kan, mereka sudah buat janji
untuk bertemu di sini dan me-
nyambut saya bersama jajaran,”

katanya sambil terkekeh.

Ia pun mengapresiasi para
kader keschatan yang bergerak
secara sukarela dengan pang-
gilan hati untuk membantu
para ibu dan masyarakat yang
ingin mendapatkan informasi
tentang kesehatan.

Sebagai informasi, Bank
Dunia telah menyetujui pro-
gram untuk menyediakan
dukungan tambahan untuk
Indonesia dalam rangka me-
ningkatkan kualitas layanan
kesehatan dan gizi untuk
remaja perempuan, perem-
puan hamil, serta anak-anak
untuk mempercepat pengu-
rangan stunting pada anak di
bawah lima tahun.

Melalui program Bank Du-
nia Investing in Nutrition and
Early Years (INEY), pada tahap

satu di tahun 2018 dana
sebesar 400 juta US Dollar
sudah tersalurkan untuk In-
donesia di bidang keschatan.
Sedangkan untuk INEY
tahap dua di tahun 2023,
pendanaan senilai 600 juta
dolar akan diberikan dari
International Bank for Re-
construction and Develop-
ment (IBRD) Bank Dunia.
Dukungan Bank Du-
nia terhadap sektor gizi
Indonesia merupakan
komponen penting pada
Kerangka Kerja Kemitraan
Kelompok Bank Dunia
untuk Indonesia tahun
2021-2025, yang berfokus
pada beragam prioritas
pemerintah untuk mem-
percepat pembangunan
modal manusia. @ pp

Satgas Pencemaran Udara
Periksa Dua Pabrik di Tangerang

TANGERANG (IM) -
Satugan Tugas (Satgas) Penang-
gulangan Pencemaran Udara
Polda Metro Jaya memeriksa
dua pabrik milik PT Deli-
food Sentosa Corpindo dan
PT Hankel Kreasindo di ka-
wasan Industri Pasir Jaya, Kota
Tangerang, Banten, Rabu (6/9).
Pemeriksaan tersebut dilakukan
untuk mengetahui apakah polu-
tan yang dilepaskan dua pabrik
itu sudah memenuhi ketetapan
atau dalam batas aman. “Tadi
telah dilakukan pengecekan,
apakah pembakaran yang di-

lakukan di PT DSC dan PT HK
ini dilakukan sempurna atau
tidak, bisa di lepas ke udara atau
tidak,” ujar Ketua Satgas Polusi
Udara Nurcholis dalam ket-
erangan tertulis, Kamis (7/9).
Satgas telah mengambil
sampel dari tiap-tiap pabrik
dan akan diuji di laborato-
rium. “Hasilnya nanti akan
diketahui melalui proses labo-
ratorium,” imbuhnya.
Nurcholis mengatakan Sat-
gas Polusi Udara menargetkan
menyambangi pabrik-pabrik
yang menggunakan bahan ba-

kar batubara sebagai sumber
tenaga listrik mereka. Selain
memeriksa pabrik, satgas
juga melakukan uji emisi
terhadap kendaraan roda
dua maupun roda empat.
“Kita juga mengecek
kendaran bermotor dengan
uji emisi. Setiap hari satgas
melakukan uji emisi terha-
dap gas buang dari motor
dan mobil. Secara internal
di kedinasan Pemerintah
khususnya di Polri sendiri
telah kita cek lebih dulu,”

terangnya. ® pp

Penyusunan RAPBD 2024 Jad Prlorltas Pj Gubernur Jahar Bey Machmudin Saat Ini

WKkI Ketua DPRD Jabar, Sadar Muslihat.

BANDUNG (IM) -
Komisi I DPRD Jawa Barat
berharap Penjabat (Pj) Gu-
bernur Jabar, Bey Machmu-
din segera melanjutkan pro-
gram - program dan peker-
jaan gubernur sebelumnya.

Salah satunya penyusu-
nan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Jabar Ta-
hun Anggaran (TA) 2024.

Sekretaris Komisi I
DPRD Jawa Barat, Sadar
Muslihat mengatakan, saat
ini yang paling penting adalah
proses penyusunan RAPBD
Jabar TA 2024 jangan ter-
tunda karena pergantian
Gubernur definitif, Ridwan
Kamil ke Pj Gubernur Jabar
Bey Machmudin persis di
tengah proses penyusunan
RAPBD Jabar TA 2024.

Selain itu, Komisi I
DPRD Jawa Barat berharap
Bey Machmudin bisa men-
jalankan tugas sebagai Pj
Gubernur Jabar dengan baik
dan sesuai aturan yang ada.

“Tentu harapan kita
(Komisi IDPRD Jawa Barat)

apa yang ditinggalkan (pe-
kerjaan rumah) oleh guber-
nur definitif bisa dikerjakan
oleh Pj Gubernur Jabar, bisa
dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya dan sesuai aturan
yang ada,” harap Sadar Mus-
lihat, Bandung, Rabu (6/9).

Mengingat gubernur
definitif dengan Pj berbeda
tambah Sadar Muslihat, tidak
ada beban janji politik yang
harus segera dituntaskan
oleh Pj Gubernur Jabar, Bey
Machmudin. Pj Gubernur
Jabar sifatnya hanya melan-
jutkan apa yang sudah dilaku-
kan Gubernur Jabar definitif,
Ridwan Kamil.

“Seperti melanjutkan pe-
kerjaan, ritme yang sudah ada
dan pekerjaan lainnya sesuai
aturan yang ada, yang sele-
bihnya tentu Pj Gubernur
Jabar dibatasi kewenangan-
nya. Tidak semua hal bisa
dilakukan oleh seorang Pj,”
tegas Sadar Muslihat.

Untuk diketahui, seb-
agaimana diatur dalam Per-
aturan Menteri dalam Neg-
eri Nomor 4 Tahun 2023

tentang Penjabat Gubernur,
Penjabat Bupati, dan Penja-
bat Wali Kota pada Bab III
Pasal 15 disebutkan Penjabat
Gubernur, Bupati hingga
Penjabat Wali Kota dilarang ;

a.. melakukan mutasi
ASN

b. membatalkan periz-
inan yang telah dikeluarkan
pejabat sebelumnya dan/
atau mengeluarkan perizinan
yang bertentangan dengan
yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya,

c. membuat kebijakan
tentang pemekaran daerah
yang bertentangan dengan
kebijakan sebelumnya, dan

d. membuat kebijakan
yang bertentangan dengan
kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program
pembangunan pejabat sebe-
lumnya.

Dalam waktu yang ber-
beda, Wakil Ketua DPRD
Jawa Barat, Achmad Ru’yat
memberikan arahan kepada
Sekretaris Dewan Perwakilan
Rakyat Daaerah Jabar baru

yang belum lama resmi di-
lantik, Barnas Adjidin.

Arahan tersebut disam-
paikan Achmad Ru’yat saat
rapat struktural Sekretariat
DPRD Jawa Barat, Bandung,
Rabu (6/9).

Arahan Achmad Ru’yat
tersebut salah satunya, me-
minta Sekretariat DPRD Jawa
Barat, Barnas Adjidin bekerja
baik dan optimal. Kemudian,
bisa melengkapi atau bersin-
ergi dengan seluruh bagian di
Sekretariat DPRD Jawa Barat.
Termasuk bersinergi dengan
pimpinan dan anggota DPRD
Jawa Barat.

“Selamat datang dan
selamat bertugas, Sekretaris
DPRD Jawa Barat baru, Bar-
nas Adjidin agar bekerja baik,
bisa saling melengkapi antara
satu sama lain antar bagian
(di Sekretariat DPRD Jawa
Barat), dan dengan pimpinan
atau anggota DPRD Jawa
Barat,” pinta Achmad Ru’yat,
Bandung, Rabu (6/9).

“Semoga Sekretaris
DPRD Jawa Barat Pak Bar-

nas Adjidin yang baru
dilantik agar bekerja den-
gan egaliter, tulus, inovatif
dan sesuai prosedur atau
aturan yang ada,” sam-
bung dia.

Sebagai Sekretaris
DPRD Jawa Barat yang
mempunyai tugas melay-
ani dewan, diharapkan
bisa berkomunikasi baik
atau berkoordinasi dalam
segala hal dengan DPRD
Jawa Barat.

“Terlebih yang
berkaitan pelayanan ke-
pada DPRD Jawa Barat,
harus selalu mengkomu-
nikasikan dengan baik,”
tambah Achmad Ru’yat.

Untuk diketahui, Bar-
nas Adjidin mengganti-
kan Ida Wahida Hidayati
sebagai Sekretaris DPRD
Jawa Barat. Proses serah
terima jabatan Ida Wa-
hida Hidayati kepada Bat-
nas Adjidin dilaksanakan
di lobi ruang paripurna
DPRD Jawa Barat, Band-
ung, Senin (4/9). o lys
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Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat (kanan) bersama
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Barnas Adjidin (tengah) dan Kepala
Bagian (Kabag) Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Jawa Barat
Arip Ahmad Ripai (kiri), Bandung, Rabu (6/9).
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Tujuh Caleg DPRD Banten Mantan
Napi, Lima di Antaranya Koruptor

SERANG (IM) - Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Banten menemukan adanya
tujuh orang mantan narapi-
dana alias napi yang menjadi
calon legislatif (caleg) DPRD
Banten.

Ketua Bawaslu Banten,
Ali Faisal mengungkapkan,
dari tujuh orang itu terdapat
lima orang di antaranya meru-
pakan mantan narapidana
yang terjerat kasus korupsi.

“Iya ada tujuh orang napi,
di antaranya ada napi ko-
rupsi,” kata Ali Faisal, Kamis
(7/9).

Ali mengatakan, baik
para napi yang terjerat kasus
pidana maupun korupsi, ketu-
juhnya sudah memenuhi per-
syaratan untuk maju sebagai
caleg DPRD Banten. “Sudah
sesual,” singkatnya.

Sementara itu, Anggota
KPU Banten, Akhmad Sub-
agja mengatakan, pihaknya
sudah menetapkan 1.337
caleg yang masuk pada data
calon sementara (DCS).

Ia pun tidak membantah
terdapat tujuh orang mantan
napi yang masuk dalam data
DCS itu. Kata dia, mereka

sudah memenuhi persyaratan
sebagai caleg.

“Semuanya sudah sesuai,
mereka sudah bebas dari hu-
kumannya dan bisa menjadi
caleg sesuai peraturan yang
berlaku,” ungkapnya.

Katanya, ketujuh orang
itu juga sudah melewati masa
jeda pasca hukuman yang
dijatohi oleh mereka.

“Mereka sudah melewati
masa jeda selama lima tahun
pasca hukuman,” ucapnya.

Lebih jauhya, Oha sapaan
akrabnya, baik data caleg
yang merupakan mantan napi
maupun caleg lainnya ma-
sih bisa berubah. Pimpinan
partai politik (Parpol) masih
bisa merubah data calegnya
sebelum penetapan Daftar
Calon Tetap (DCT) yang
akan dilakukan pada bulan
November 2023 nanti.

“Jadi nanti ada masa
pencermatan DCT dari tang-
gal 24 September sampai 3
Oktorber 2023. Dalam masa
pencermatan itu, parpol bisa
menganti caleg, menggeser
nomor urut atau dapil tapi
harus sepersetujuan pimpinan
parpol,” pungkasnya. @ pra

Soal Laporan Izin PPLH Pengusaha
di Serang, DLH Diminta Jemput Bola

SERANG (IM) - Wali
Kota Serang, Syafrudin me-
minta Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Kota Serang
lakukan jemput bola untuk
memantau laporan pengusa-
ha terkait izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH).

Syafrudin, di Serang,
Banten, Kamis (7/9) men-
gatakan, laporan perkemban-
gan dari para pengusaha ini
persemester setahun dua kali
harus dilakukan untuk dilaku-
kan pemantauan berkelan-
jutan.

“Karena bagaimana kita
bisa memantau kalau tidak
ada laporan. Ini juga harus
dijemput bola oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH)
sehingga kita tahu perkem-
bangan para pengusaha di
Kota Serang,” katanya.

Syafrudin mengatakan,
ini merupakan salah satu
wujud komitmen Pemerintah
Kota Serang dalam menjaga
dan melestarikan lingkungan
hidup di Kota Serang;

“Saya menckankan para
pengusaha di Kota Serang
harus dengan izin yang leng-
kap. Karena kalau sudah ada
izinnya berarti itu sudah ses-
uai dengan peruntukannya,”’
katanya.

Menurutnya, peraturan
lingkungan ini yang akan
menentukan kenyamanan
para pengusaha yang di Kota

Serang. Karena tanpa adanya
persetujuan lingkungan maka
para pengusaha akan sulit
membuka usaha di Kota Se-
rang schingga perlu adanya
koordinasi baik dengan ling-
kungan.

“Ada juga laporan yang
para pengusaha ini yang mem-
bandel tidak menyampaikan
laporannya makannya ini ha-
rus dijemput bola oleh DLH,”
katanya.

Sementara itu, Kepala
DLH Kota Serang Farah
Richi mengatakan kurang
lebih ada sebanyak 300 pelaku
usaha di Kota Serang, mulai
dari industri, peternakan,
rumah sakit, pergudangan,
kampus, SPBU, hotel, dan
tempat wisata.

“Kita targetkan minimal
90 Persen pelaporan yang
dihasilkan agar dapat men-
getahui keadaan lingkungan
bagaimana kita juga lang-
sung survei ke lapangan,”
katanya.

Ta mengatakan sejauh ini
baru ada 70 persen perusa-
haan yang melaporkan izin
PPLHnya, bahkan beberapa
di antara lainnya tidak memi-
liki surat izin.

“Dari beberapa pelaku
usaha tersebut ada yang be-
lum melaporkan, jangankan
melaporkan surat izinnya
juga tidak ada, ini sedang
kita lakukan pengawasan,”
katanya. @ pra

Dinilai Mengganggu, Warga Lehak
Minta Atribut Kampanye Ditertibkan

LEBAK (IM) - Pe-
milihan Umum (Pemilu)
serentak akan digelar pada
2024, namun saat ini atribut
menjelang pesta demokrasi
empat tahun sekali ini sudah
banyak atribut sepanduk
yang tersebar di beberapa
wilayah Rangkasbitung dan
sekitarnya.

Bahkan banyak atribut
juga yang menganggu kenya-
manan dan ditempelkan pada
pohon serta samping jalan.

Warga Kecamatan Kalan-
ganyar, Enjang Rojali, mendo-
rong Polisi Pamong Praja (Pol
PP) dan Badan Pengawasan
Pemilihan Umum (Bawaslu)
tingkat Provinsi, Kabupaten
dan Kota untuk menertibkan
atribut kampanye Pemilu
tahun 2024.

Menurutnya banyak alat
peraga kampanye itu dipa-
sang tidak sesuai dengan
tempatnya, maka harus ada
tindakan dari kedua lembaga
tersebut lantaran melanggar
Perda K3.

“Saya kira ini harus ada
tindakan dari Pol PP tingkat
Provinsi atau Kabupaten
Kota sebagai pelaksana Perda
K3 berkolaborasi dengan
Pengawas Pemilu,” katanya,
Kamis (7/9).

Enjang juga meminta ada
evaluasi dari Bawaslu, untuk
Bakal Calon yang sudah men-
curi start kampanye, karena
berdasarkan agenda untuk
peraturan kampanye akan
dimulai pada 28 November
2024.

“Mercka juga kan baru
bakal calon, nanti ada taha-
pan verifikasi KPU, apakah
pasti mereka lolos? kan
belum tentu, jadi disayang-
kan khawatir amunisinya
habis sebelum berperang,”
paparnya.

“Sosialisasi diri boleh
untuk pencitraan, tapi kan
harus dengan ectika, adab
tidak merusak dan melang-
gar aturan, apalagi mereka
calon pejabat publik yang
harus berkarakter Pancasila
dan menjadi role model ma-
syarakat,” sambungnya.

Menanggapi banyaknya
atribut sepanduk yang men-
ganggu, Ketua Bawaslu Leb-
ak, Dedi Hidayat, mengatakan
untuk aturan memang sudah
dan itu dilakukan oleh Panitia
Pengawas Kecamatan (Pan-
wascam).

“Cuma memang yang
menurunkan Pol PP, kita isti-
lahnya kita hanya melakukan
Imbauan. Baik kepadanya
peserta pemilu dan juga par-
tainya,” kata Dedi.

Dedi menyampaikan, se-
tiap Panwascam yang ada
di beberapa kecamatan juga
sudah melakukan imbauan
tersebut agar atribut tidak
menganggu fasilitas umum
terlebih yang terpasang di
samping jalan.

“Saat ini kita lakukan
pendataan, akan ditertibkan
melakukan Perda K3 dan
akan ditertibkan bagi sepan-
duk yang menganggu terse-
but,” ucapnya. @ pra



